
BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai kewajiban menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan
Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Taca Cara Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
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12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

5. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten
Kotabaru.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten
Kotabaru.
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7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan
Desa dalam Kabupaten Kotabaru.

8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah
seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan
dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan
desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan
kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian,
pengawasan, pengendalian, pembiayaan,
koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan
pengembangannya.

11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LPPD
Akhir Tahun Anggaran adalah laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati
sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan
desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta
tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
selama satu tahun anggaran.

12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya
disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses
kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan,
meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa selama masa jabatan.

13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir
Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selanjutnya
disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah
proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada
rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh
proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya
disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses
kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD
sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
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15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat
Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses
kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat
tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui
media/pengumuman resmi, meliputi informasi
pokok-pokok kegiatan.

16. Laporan administrasi keuangan BPD adalah
laporan pertanggungjawaban penggunaan dan
administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang
disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
yang telah ditetapkan.

20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang
dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa
sesuai wewenang dan haknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah
sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam
menyusun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan
BPD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan
transparan.


